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Dosen dan Mahasiswa [P UMM berpose bersama Jajaran Fakultas COLA Khon Kaen di Thailand

Salam ProdIP News

Strengthening Democracy dengan Mengawal
Pemilihan Walikota Batu Melalui Program Quick Count

Pembaca Prodip News Edisi I 2017 yang
budiman. Pada salam edisi kali ini
bertepatan dengan momen pesta demokrasi
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Serentak yang dilaksanakan pada tanggal
15Februari 2017. Tentunya momen luar
biasa pada pentas politikpemerintahan
daerah ini tidak dilewatkan begitu saja,
Segenap tim Universitas Muhammadiyah
Malang (UMM), Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik (FISIP) termasuk Program Studi
ua Prodi limu Pemerintahan U} Ilmu Pemerintahan UMM (IP UMM) dan
o Laboratorium Ilmu Pemerintahan (Lab. IP
UMM) bekerjasama dengan berbagai pihak

terkait, turut serta berperan aktif mengawal pelaksanaan Pilkada
Pemerintah Kota Batu dalam bentuk program quick count.
Kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi riil kepada
masyarakat yang bertujuan menjadi penyampai informasi

terdepan pada proses penghitungan cepat pelaksanaan Pilkada

Government Science Activities

|“c!:

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UMM

R | A

Kota Batu. Selain keterlibatan berbagai stakeholders terkait, hal yang
tidak kalah penting adalah keterlibatan mahasiswa IP UMM secara
langsung pada titik-titik TPS sebagai praktik nyata pada keterlibatan di
pesta demokrasi lokal.

Oleh karena banyaknya rangkaian kegiatan Prodi I[P UMM
yang dikemas pada Edisi Pertama di tahun 2017 ini, maka beberapa
rangkaian kegiatan selama tigabulan (Desember 2016 - Februari 2017)
akan disajikan secara berurutan. Diawali dengan Program Sit-In IP
UMM dengan University of Khon Kaen Thailand, Keterlibatan aktif IP
UMM pada kegiatan AIPPTM, MoU dengan KPU Kota Malang,
Program Capacity Building 1P UMM beserta Bank Bukopin Kota
Malang, Seminar bersama Kementerian Sosial dalam pemberantasan
Narkoba dan Pronografi, pelaksanaan Quick Count untuk Pemilihan
Walikota Batu serta beberapa kegiatan lain dosen dan mahasiswa IP
UMM di berbagai kegiatan dengan lembaga lain baik lokal, nasional
maupun internasional.

* Pengarah Redaksi,
dan Ketua Jurusan [lmu Pemerintahan FISIP UMM.

IP UMM Perluas Student Exchange Program Hingga ke Thailand

) AN Setelah konsisten melakukan kegiatan pertukaran pelajar dalam bentuk (Sit /n) disetiap tahunnya ke

beberapa Universitas luar negeri di Malaysia, Kini [P UMM perluas jaringan kerja sama hingga ke Khon
Kaen University of Thailand. Program Sit In ini diikuti oleh mahasiswa 6 (enam) mahasiswa Ilmu
Pemerintahan dan 1 (satu) mahasiswa Hubungan Internasional pada 14-26 November 2016,yang
didampingi oleh perwakilan dosen pendamping Hevi Kurnia Hardini, S.IP, MA.Gov, Luluk Dwi
Kumalasari, M.Si dan Salahudin M.Si.

Rangkaian program Sit In, memberikan international exposureimpact yang sangat baik bagi kedua
belah pihak, terutama mahasiswa. Tidak hanya pertukaran akademik, melainkan juga pertukaran budaya.
Diterima dengan sangat baik oleh pihak COLA Khon Kaen, IP-UMM berkomitmen memperkuat dan
memperluas kerjasama ini kedepan.

AIPPTM, Untuk llmu Pemerintahan Lebih Baik

Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (disingkat
AIPPTM) merupakan perkumpulan yang menjadi wadah bagi pengembangan
Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam institusiMuhammadiyah. AIPPTM
dibentuk pada tahun 2010 di Kota Malang.Fokus utama dari AIPPTM ialah
mendukung dan memfasilitasi anggotanya dalam mewujudkan good governance
bagi mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan.Prodi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Malang tak ketinggalan untuk berpartisipasi menjadi
bagian dari AIPPTM tersebut.Salah satu Dosen IImu Pemerintahan UMM menjadi
sekretaris umum AIPPTM.

Pada tanggal 19-21 Desember 2016 telah diselenggarakan pertemuan tahunan
AIPPTM di Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun IP-UMM mengirimkan
empat delegasi untuk menghadiri pertemuan tersebut, yakni Dr. Asep Nurjaman,
M.Si; Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si; Yana S. Hijri, S.IP, M.IP; dan Salahudin, M.Si,
M.P.A. Dalam musyawarah nasional AIPPTM yang disenggarakan di Makassar
tersebut, Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si kembali terpilih menjadi sekretaris umum
secara aklamasi. Secara garis besar pertemuan AIPPTM di Makassar membahas
pembentukan kepengurusan baru sekaligus seminar internasional. Seminar
internasional tersebut dihadiri oleh 200 orang dari berbagai negara, seperti Thailand,
India, Malaysia dan beberapa negara lainnya.

Pada hari pertama tanggal 19 Desember 2016 diadakan pembukaan seremonial
kegiatan seminar internasional.Kemudian pada hari kedua tanggal 20 Desember
2016 disambung dengan presentasi karya ilmiah oleh peserta seminar internasional.
Tak ketinggalan, tim delegasi [IP-UMM mempresentasikan karyanya yang berjudul

“Local Governance in Budgetting Plan”.
Tidak berhenti sampai seminar internasional
saja, pada hari kedua pun dilaksanakan
kegiatan workshop strategi penyusunan
borang, kepenulisan jurnal, dan
musyawarah besar yang membuahkan
keputusan asosiasi terkait kepengurusan
baru dan program kerja AIPPT selama lima |
tahun ke depan.

Kegiatan workshop terbagi menjadi
tiga sesi, diantaranya pada sesi pertama
diselenggarakan diskusi materi dan
pemaparan tentang “Strategi Penyusunan
Borang” yang disampaikan oleh Dr. Tri
Sulistyaningsih, M.Si. Dilanjutkan pada sesi kedua diselenggarakan pemaparan dan
diskusi materi tentang “Strategi Kepenulisan Jurnal” oleh Assoc. Prof. Achmad
Nurmandi, M.Sc. Kemudian pada sesi ketiga dilaksanakan musyawarah besar
pembentukan pengurus periode 2017-2020 yang dipimpin oleh Assoc. Prof.
Achmad Nurmandi, M.Sc dan Dr. Tri Sulistyaningsih.

Hasil dari kegiatan workshop adalah (1) penetapan target AIPPTM, yakni
mendorong dan membantu program studi ilmu pemerintahan dalam meningkatkan
grade akreditasi. Strategi untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan
pendampingan pada program studi yang bersangkutan. (2) AIPPTM mendorong

Dosen [P UMM Dr.Tri Sulistyaningsih, M.Si (Sekaligus Sekretaris AIPPTM)
saat ikan p dalam Nasional AIPPTM
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anggota asosiasi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dalam
bentuk proseding, buku dan jurnal. Untuk mewujudkan hal ini dilakukan dengan
membuat jurnal asosiasi, membangun jaringan internasional dan mengandalkan
pelatihan kepenulisan karya ilmiah.

Adapun pada sesi musyawarah besar diputuskan pengurus AIPPTM periode
2017-2020 yakni Assoc. Prof. Achmad Nurmandi, M.Sc sebagai ketua umum; Dr.
Tri Sulistyaningsih, M.Si sebagai sekretaris umum; Salahudin, M.Si, M.P.A sebagai
sekretaris eksekutif; Luhur Andi Aprianto, M.A.P sebagai bendahara umum; dan
Dian Suluh, M.Si sebagai wakil bendahara. Delegasi [P-UMM menduduki dua
jabatan penting dalam kepengurusan AIPPTM yang baru. Selain itu, musyawarah
besar juga menghasilkan program kerja AIPPTM dalam bentuk rencana aksi
terhadap 8 prodi Ilmu Pemerintahan yakni STISIP Sinjai, Universitas
Muhammadiyah Buton, Universitas Muhammadiyah Sidrap, Universitas

Muhammadiyah Tangerang, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas
Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Luwuk dan Universitas
Muhammadiyah Makassar. Kedelapan prodi dari universitas tersebut akan
didampingi dan dibimbing dalam upaya peningkatan akreditasi. Agenda pada hari
terakhir tanggal 21 Desember 2016 yakni penutupan seminar internasional oleh
Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ke depannya AIPPTM berupaya mengembangkan penelitian terkait isu-isu
pemerintahan dan menyusun kurikulum berbasis praktik tata kelola pemerintahan.
Dalam mewujudkan hal tersebut AIPPTM akan menambah jaringan baik dalam
kerjasama penelitian, pertukaran mahasiswa dan dosen, maupun kerjasama dalam
hal publikasi. Dengan begitu diharapkan program studi Ilmu Pemerintahan dibawah
naungan organisasi Muhammadiyah mampu mencetak lulusan yang mampu
membawa perubahan bagi terselenggaranya pemerintahan yang lebih baik. (NF)

IP - UMM memperkuat relasi dengan KPU Kota Malang dalam mengawal Pemilu Serentak

Dalam rangka memberikan pemahaman tentang
pemilihan umum khususnya di Indonesia, Program Studi Ilmu
Pemerintahan - UMM melaksanakan kuliah tamu pada 30
November 2016 yang bertempat di Aula Biro Administrasi
Umum (BAU) UMM dengan menghadirkan seluruh
Komisoner KPU Kota Malang. Kegiatan yang diawali dengan
perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) antara
KPU Kota Malang dengan Program Studi I[lmu Pemerintahan
dan dilanjutkan dengan sosialisasi undang-undang kepemiluan
terbaru ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada
mahasiswa perihal sistem, mekanisme dan perkembangan
regulasi tentang pemilihan umum terutama pemilihan umum
serentak yang sedang dikembangkan oleh pemerintah akhir-
akhir ini. Regulasi tentang pemilihan umum serentak perlu
diketahui oleh semua kalangan masyarakat terutama bagi

Dosen IImu Pemerintahan bes
dengan Komisioner KPU Kota Malang selepas penandatanganan MoU

Bupati dan Walikota menjadi Undang — undang perlu
disosialisasikan pada khalayak luas agar masyarakat
mengetahui akan konsep dan perkembangan sistem
pemilu di Indonesia. Tidak sebatas itu, out put yang
diharapkan, semua elemen masyarakat dapat
mengawal proses pemilihat umum yang partisipatif,
jujur dan adil.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam
mengawal keberhasilan pelaksanaan pemilihan
umum, yang perlu ditingkatkan adalah perlunya
peningkatan informasi kepada masyarakat mengenai
proses pemilu seperti informasi para kandidat, proses
pencalonan kandidat, proses penghitungan suara

Dekanat UMM crposc ¥ e 5
sampia calon terpilih, kampanye pemilu yang

masyarakat yang cukup usia - mempunyai hak pilih- untuk
mendukung perjalanan demokrasi di Indonesia.

Azhari Husen, ketua KPU Kota Malang memberikan pemahaman kembali
terhadap mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM yang bertajuk mengawal pemilu
serentak, menegaskan pentingnya partisipasi pemilih dan mengawal jalannya
demokrasi merupakan aspek yang tidak dapat ditinggalkan oleh kebanyakan
masyarakat termasuk mahasiswa. keberhasilan proses demokrasi baik pemilihan
kepala daerah, wali kota, maupun presiden ditentukan oleh partisipasi semua
masyarakat. Oleh karena itu, membangun regulasi pemilu yang kuat merupakan
salah satu fondasi utama untuk mewujudkan transisi demokrasi menuju pemilu
serentak. Undang-undang pemilu terbaru nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan
kedua atas undang —undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang — undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur,

Ketua Jurusan IP UMM dan Direktur Bukopin Cabang
Kota Malang seusai Penandatanagan Perpanjangan MoU

Menjadi mahasiswa Ilmu Pemerintahan dituntut untuk mempunyai karakter dan
kepribadian tangguh dan berdaya saing.Karakter dan daya saing tersebut
dikembangkan dari aspek pengetahuan, afektif dan kognitif.Ketiga aspek itu
diwujudkan dalam bentuk seminar pelatihan capacity building yang dilaksakan oleh
Program Studi Ilmu Pemerintahan-UMM dengan menghadirkan stake holder
sebagai pembicara inti.Kegiatan yang mengusung tema 'Membentuk Mahasiswa
Ilmu Pemerintahan yang Tangguh dan Kompetitif'dan dilaksanakan pada 14
Desember 2016 di Aula Biro Administrasi Umum (BAU) merupakan bagian dari
tanggungjawab Program Studi dalam mempersiapkan kualitas mahasiswa yang
inovatif dan kreatif. Kreatifitan dan pemikiran inovativ dapat diwujudkan melaluli
pengembangan dan pendidikan karakter pada diri mahasiswa. Proses perkembangan
dan pendidikan karakter pada mahasiswa dipengaruhi oleh banyak faktor yang khas,
baik faktor bawaan (nature) dan lingkungan (nurture) agar menjadi mahasiswa yang
bermoral, bersosial, berkarakter, berkepribadi, berpengetahuan dan berohani.

Susie Heruningdyah merupakan mitra Ilmu Pemerintahan - UMM dari
Bank Bukopin yang sekaligus menjadi pembicara inti dalam pelatihan ini
menegaskan bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter.
Pendidikan juga sebagai proses hominisasi dan humanisasiyang dilakukan oleh
setiap individu menuju kearah yang lebih baik sesuai dengan potensi
kemanusiaan.Untuk membangun bangsa yang berkarakter dimulai dari manusia
yang berakhlak mulia atau berbudi pekerti luhur, terutama sejak menjadi siswa atau
mahasiswa. Setiap individu dianjurkan untuk membangun karakter bangsa sesuai
kapasitasnya, sebagai ilmuwan, pemimpin, hartawan  maupun orang
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dilakukan, cara masyarakat mendaftar diri sebagai
pemilih, tatacara yang tepat manandai surat suara, dan dimana serta kapan harus
memilih. Kurangnya informasi mengenai proses pemilihan ini harus segera
ditangani secara serius karena hal ini sifatnya mutlak dan harus dimengerti oleh
masyarakat. Maka melalui sosialisasi pemilu diharapkan dapat membenahi
kesalahpahaman yang pernah terjadi dalam pemahaman masyarakat misalnya
pendidikan dan pemberian informasi yang lengkap terhadap masyarakat sebagai
pemilih. Televisi juga bisa dijadikan sarana efektif dalam penyampaian informasi
pemilu, namun lebih efektif lagi apabila diiringi dengan pemberian informasi
melalui pendidikan formal mengenai proses pemilu tersebut. Pemberian pendidikan
proses pemilu harus memperhatikan latarbelakang masyarakat yang bervariasi agar
informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh semua lapisan masyarakat
Indonesia. (kml)

Pelatihan Capacity Building bagi Mahasiswa llmu Pemerintahan UMM

awam.Mahasiswa berperan sebagai kontrol sosial dan menjadi golongan masyarakat
yang memberikan perubahan. Di dalam civil society, mahasiswa harus memberikan
peranan yang adil, egaliter, beretika, aspiratif-partisipatif, dan non-
hegemonik, karena kekuatan mahasiswa terletak pada ide, pemikiran, dan
gagasannya.

Ilmu Pemerintahan-UMM membentuk insan akademis yang dapat
melakukan learning by themselves atau belajar secara mandiri dengan melakukan
self improvement serta mencari dan membela kebenaran ilmiah. Dengan adanya
pendidikan karakter yang diterapkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, maka
diharapkan mahasiswa dapat merancang visi masa depan untuk diri sendiri,
lingkungan, dan keluarga dan membentuk masyarakat madani yang kreatif dan
inovatif. Pendidikan yang diberikan dari Program Studi ini mengarahkan pada
perjuangan mahasiswa untuk mendekatkan realita dengan kondisi ideal.Nilai-nilai
kepribadian dikembangkan di perguruan tinggi sebagai persiapan memasuki dunia
kerja. Hal yang menjadi tuntutan dunia kerja antara lain; integritas, inisiatif,
motivasi, kerja sama dalam tim, etika kepemimpinan, kemauan belajar, komitmen,
mendengarkan, tangguh, fleksibel, komunikasi lisan, jujur, berargumen logis, dan
lainnya. Hal tersebut diperlukan pengembangan karaktermahasiswa secara intensif
dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing lulusan di masyarakat.

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan harus memiliki kecakapan dan mandiri
dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan serta mampu memangku
jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat. Pelaksanaan pembelajarandapat
dipandang sebagai wahana untuk membangun karakter mahasiswa, bukan sebatas
mengajari nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan yang baik, tetapi menemukan
cara melatih dan membiasakan karakter yang kuat, dan terpuji itu dalam kehidupan
sehari-hari.

Program Studi Ilmu Pemerintahan mempunyai peran sangat penting
dalam pengembangan karakter mahasiswa.Kini tantangan masa depan yang harus
dihadapi oleh Bangsa kita semakin banyak. Sesudah reformasi terjadi berbagai
tantangan baru seperti globalisasi informasi, keberagaman ideologi, neo-
colonialism, politik pencitraan, generasi muda milenium, serta krisis sosial dan
ekonomi yang mengglobal. Untuk menjawab semua tantangan tersebut Program
Studi Ilmu Pemerintahan merupakan irisan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan
masyarakat ekonomi memiliki peran yang sangat esensialmelalui berbagai kegiatan
mahasiswa dan pelatihan. Mahasiswalah yang menjadi titik tumpu agar Indonesia
dapat bertransformasi menjadi Indonesia yang mandiri dengan membentuk
masyarakat yang kreatif dan inovatif.

Mengingat pendidikan merupakan hal yang sangat urgen, maka
seharusnya menghasilkan out put dengan kemampuan yang proporsional antara hard
skill dan soft skill.Pendidikan nilai sebagai suatu soft skill diharapkan dapat
berperan dalam proses pembangunan karakter mahasiswa. Pembangunan karakter
akan bisa terlihat dan berhasil bila kemudian seorang mahasiswa tidak hanya
memahami pendidikan nilai sebagai satu bentuk pengetahuan, namun juga
menjadikannya sebagai bagian dari hidup dan secara sadar hidup berdasar pada nilai
tersebut. (kml)
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GERAKAN INDONESIA 'BERSINAR' - BERSIH NARKOBA
DAN PORNOGRAFI MELALUI PENYULUHAN SOSIAL

Masalah sosial merupakan suatu gejala
sosial yang muncul akibat adanya suatu
ketidaksesuaian nilai-nilai sosial yang dapat
membahayakan kehidupan kelompok sosial.
Terdapat berbagai macam masalah sosial di
Indonesia yang dalam penangannya sangat sulit
untuk dilakukan, karena yang ditangani dalam
masalah sosial ini ialah SDM atau sumber daya
manusia bukan bentuk fisik yang dapat
diperbaiki secara langsung dan proses yang
cepat. Salah satu masalah sosial yang sampai saat
ini masih terus bergulir ialah penyalahgunaan
obat-obatan terlarang atau narkoba serta
maraknya pornografi yang dapat mengancam
kehidupan serta tatanan sosial masyarakat Indonesia. Untuk mengontrol
permasalahan tersebut, pemerintah melalui kementrian sosial melakukan penyuluhan
sosial terhadap mahasiswa dari beberapa delegasi universitas di Malang. Mahasiswa
IImu Pemerintahan FISIP-UMM mendelegasikan sebanyak 5 orang mahasiswa untuk
mengikuti penyuluhan yang diselenggarakan tgl 14-15 Februari 2016 bertempat di
Hotel Haris, Kota Malang. Kelima Mahasiswa tersebut adalah Kiky Dwi Kurniawati
angkatan 2014, Annasrul Nur Aziz, angkatan 2014, Eva Emilia Fransiskah angkatan
2014, Panji Susilo Aji angkatan 2013 dan Inneke Kusumawati angkatan 2013.

Berdasarkan dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika
Nasional/BNN, jumlah pengguna narkoba di Indonesia hingga November 2015
mencapai 5,9 juta orang dan setiap harinya terdapat 30-40 orang yang mati karena
narkoba. Tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada survei tahun
2015 yang mencapai 2,20% atau lebih dari 4 juta orang yang terdiri dari penyalah guna
coba pakai, teratur pakai, dan pecandu narkoba. Hal ini menyebabkan Indonesia
masuk dalam kategori negara darurat bahaya narkotika dan hal ini telah disampaikan
oleh Presiden Indonesia.

Maraknya peredaran narkoba dengan berbagai macam jenis dan berbagai macam
cara di masyarakat membuat kita harus lebih waspada terhadap lingkungan sosial
sekitar kita. Mengadakan penyuluhan sosial pada tanggal 14-15 februari 2017 di Hotel
Harris Malang, Kementerian sosial melalui pusat penyuluhan sosial mengajak
Muslimat NU Malang raya, Gerakan Pemuda Ansor, lkatan Alumni Resimen
Mahasiswa Indonesia, Yayasan Sabillilah, Dinas Sosial Kota Malang serta perwakilan
Mahasiswa Malang untuk ikut terlibat dalam Gerakan Indonesia 'Bersinar' (bersih
narkoba dan pornografi).

Dengan adanya partisipasi sosial dari masyarakat untuk menjadi tenaga
penyuluh sosial Gerakan Indonesia Bersinar.Pemerintah pusat melalui kementerian
sosial berharap agar tenaga penyuluh sosial dapat menjangkau akar rumput diseluruh

Merespon semangat KPU Kota Batu
dalam mengawal penyelenggaraan
Pilkada Kota Batu Tahun 2017
tersebut, ATV Kota Batu
menggandeng FISIP UMM untuk

- bekerjasama dalam melakukan Hitung

TIM Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMM seusai

pelaksanaan Quick Count Pemilihan Kepala Daerah Kota Batu Cepf’_‘ (,Q”iCk Cou "t)' . Bentu.k
partisipasi FISIP UMM  ini selain
dilakukan sebagai bentuk

pengejewantahan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mewujudkan komitmen
kampus untuk menjadi mitra masyarakat, kegiatan ini juga dilakukan demi mengawal
dan menjaga kualitas demokrasi, terutama di aras lokal (Kota Batu). Sebagai bentuk
akuntabilitas peyelenggaraan hasil Quick Count tersebut, ATV Kota Batu sebagai
media informasi lokal diharapkan dapat membantu proses publikasi sehingga hasil
Quick Count tersebut dapat diakses secara luas dan cepat oleh masyarakat.

Untuk sekedar diketahui, keikutsertaan FISIP UMM dalam pelaksanaan Hitung
Cepat (Quick Count) Pilwali Kota Batu bukan untuk yang pertama kali, mengingat
lembaga ini sudah sering melakukan kegiatan serupa, terakhir [P UMM terlibat dalam
hitung cepat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang 2013.

Teruji secara Historis

Terjalinnya kerjasama antara ATV Kota Batu dengan FISIP UMM untuk
melakukan hitung cepat/Quick Count Pilwali Kota Batu Tahun 2017 tidak terlepas
dari track record TP UMM dalam melakukan hasil hitung cepat. Ketertarikan ATV
Batu untuk kembali menggandeng FISIP UMM dalam publikasi hasil Quick Count
Pilwali Batu 2017 tidak lepas dari keberhasilan pelaksanaan Quick Count Pilwali
Malang 2013. “Mereka (ATV) pernah punya pengalaman kerja sama dengan kita
(FISIP UMM) pada Pilwali Malang 2013. Menurut ATV, kerja Tim FISIP UMM pada
Pilwali Malang 2013 sangat bagus dan hasilnya memuaskan,” ujar Salahuddin selaku
sekretaris pelaksana quick count Pilwali Batu tahun 2017 dan juga dosen Ilmu
Pemerintahan FISIP UMM..

Selanjutnya Salahuddin menuturkan bahwa keberhasilan Quick Count pada
Pilwali Malang 2013 berkat kerja sama tim yang solid, padahal sistem input data saat
itu masih manual, yaitu melalui pesan singkat (sms) yang dikirim kepada operator via
handphone. Selain itu, ada beberapa hal penting yang perlu dimiliki dan dilakukan
suatu Lembaga Survei agar pelaksanaan Quick Countdapat terlaksana dengan sukses.
“Supaya hal-hal buruk tidak terjadi saat Quick Count, strategi yang harus disiapkan
diantaranya yaitu, pertama; anggaran dana, kedua; perbanyak volunteer, oleh karena
itu, kita (FISIP UMM) menyiapkan volunteer sebanyak-banyaknya sesuai dengan
jumlah TPS sehingga tingkat akurasinya tinggi, ketiga; pastikan hal-hal yang bersifat
teknis di lapangan tidak terkendala oleh apapun, seperti kehadiran volunteer dan
kesediaan jaringan handphone di TPS,” imbuhnya.

Upgrading System

Apresiasi atas kesuksesan pelaksanaan Pilwali Malang 2013 memacu Tim
Survei FISIP UMM untuk mengembangkan ski// maupun teknologi yang digunakan
dalam melakukan Quick Count. Hal ini diungkapkan oleh Salahuddin “Pada
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Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM beserta seluruh peserta penyuluhan sosial Gerakan Indonesia BERSINAR

bagian di Indonesia untuk mewujudkan Gerakan
Indonesia 'Bersinar' bersih narkoba dan
pornografi. Dengan melibatkan peran aktif
masyarakat peredaran serta bahaya narkoba yang
saat ini sudah tidak pandang bulu dalam menjerat

korbannya akan dapat dicegah secara perlahan.
¢ | Pemberantasan narkoba dan pornografi di
Indonesia akan sangat sulit dilakukan apabila
hanya mengandalkan pemerintah saja sehingga
! peran aktif dari masyarakat sangat diperlukan
untuk ikut serta memberantas narkoba dan
pornografi.

Melalui penyuluhan sosial, Pusat
Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial memberikan berbaai macam pengetahuan atau
bekal pada tenaga penyuluh sosial, diantaranya yaitu terkait dengan : Pengembangan
Perilaku dan Kepribadian Sebagai Seorang Penyuluh di Masyarakat, Peran Serta
Kepolisian dalam Melakukan Sosialisasi Pencegahan, Penanggulangan dan
Penyalahgunaan Narkoba, Ketahanan Keluarga Sebagai dasar Mewujudkan
Kesejahteraan, Kebijakan dan Strategi Penanganan Permasalahan Sosial (Narkoba
dan Pornografi), serta Metode dan Teknik Dalam Melakukan Penyuluhan Sosial.
Dengan memberikan bekal atau materi penyuluhan yang disampaikan secara
langsung oleh para ahli di bidangya. Pusat penyuluhan sosial berharap akan semakin
banyak tenaga penyuluh sosial yang tangguh untuk berperan aktif dalam Gerakan
Indonesia 'Bersinar'.

Untuk mewujudkan Gerakan Indonesia 'Bersinar' melalui penyuluh sosial,
dibutuhkan tenaga penyuluh sosial yang dapat berkomunikasi, bersosialisasi serta
mengedukasi masyaakat dengan baik. Secara filosofis penyuluh atau suluh
merupakan menerangi atau juru penerang.Selain itu penyuluh juga seing diartikan
sebagai seseoran yang memiliki peran untuk memberikan pendidikan, bimbingan atau
penerangan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah.Sehingga seorang
penyuluh sosial diharapkan dapat menerangi, membimbing serta menulakan ilmu
pada masyarakat yang sebelumnya kurang tahu menjadi tahu.

Dengan adanya tenaga penyuluh sosial yang cakap dalam komunikasi,
sosialisasi serta edukasi masyarakat akan cepat mengerti dan memahami berbagai
masalah sosial seperti bahaya narkoba dan pornografi, tindakan kriminalitas serta
kejahatan-kejahatan yang selama ini membahayakan masyarakat. Sehingga
harapannya baik itu masyarakat biasa/pelajar/mahasiswa/ibu rumah tangga dapat
menjadi anggota tenaga penyuluh sosial Gerakan Indonesia 'Bersinar' agar dapat
meciptakan sebuah pebandingan 1 10, dimana disetiap satu orang dapat
menyelamatkan 10 orang untuk menjauhi bahaya narkoba serta jeratan masalah sosial
lainnya.

QUICK COUNT PILWALI BATU, ATV BATU GANDENG FISIP UMM

Oleh: Tim LAB IP UMM

pelaksanaan Quick Count Pilwali Malang 2013 dan Pilwali Batu 2017 secara umum
sama, volunteer disebar ke setiap TPS untuk mengambil data, lalu dikirim via sms ke
operator, lalu operator menginput data tersebut ke sistim hingga ditayangkan melalui
stasiun televisi. Hanya saja, untuk pelaksanaan Quick Count Pilwali Batu 2017 sudah
berbasis web yang mudah diakses melalui smartphone milik para volunteer untuk
menginput data, sedangkan operator hanya bertugas untuk memonitor prosesnya,
nanti kita tinggal melihat dinamika grafiknya hingga seluruh data terinput”.

Selanjutnya Salhaudin menjelaskan bahwa kedua metode di atas sama-sama
memiliki kelebihan dan kelemahan. Jika menggunakan metode sms seperti halnya
pengalaman Pilwali Malang 2013, tugas terberat terletak pada upaya untuk
memberikan pemahaman teknis kepada para volunteer karena metode ini
membutuhkan proses yang cukup panjang dan melelahkan. Namun demikian,
metode manual tersebut terbukti mampu dijalankan dengan baik, lancar, dan sukses
oleh FISIP UMM dengan hasil yang memuaskan sehingga masih dipercaya untuk
melaksanakan kerja samaQuick Count Pilwali Batu 2017 dengan ATV Batu.

Adapun metode berbasis web yang digunakan pada pelaksanaan Quick Count
Pilwali Batu 2017 dianggap lebih mudah dan praktis. Hanya saja, kelemahan metode
ini adalah buruknya kualitas sinyal internet khususnya di TPS-TPS pada wilayah
tertentu yang sulit dijangkau.Untuk mengatasi persoalan tersebut, Tim Survei FISIP
UMM melakukan uji coba lapangan beberapa hari sebelum pemungutan suara
dilaksanakan untuk mengetahui kualitas sinyal internet di semua TPS sehingga dapat
menyiapkan langkah antisipatif saat pemungutan suara berlangsung. Selain itu, Tim
Survei FISIP UMM bekerja sama dengan Tim IT UMM demi mengoptimalisasi
sistem baru tersebut.

Dengan upgrading system, pelaksanaan Quick Count oleh FISIP UMM
diharapkan akan lebih bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi lingkungan internal
kampus. Bagi lingkungan internal kampus, pelaksanaan Quick Count secara tidak
langsung membawa nama baik bagi almamater Universitas Muhammadiyah Malang
khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu, pelaksanaan Quick
Countakan memberikan pengalaman bagi volunteer yang berasal dari kalangan
mahasiswa.

“Pelaksanaan Quick Count akan memberikan pengalaman dan wawasan baru
bagi mahasiswa karena kita melibatkan mahasiswa, menambah pengetahuan tentang
bagaimana melakukan survei dalam bentuk Quick Count itu, lalu manfaat yang kedua
dari Quick Count dapat menjadi ruang promosi kampus, karena saat hasilnya
ditampilkan di televisi, lembaga kita (FISIP UMM) akan ikut ditayangkan,
dimunculkan, seperti dulu (Pilwali Malang 2013) sampai dikutip berbagai media
nasional, seperti Kompas dan Jawa Pos,” tegasnya.

Adapun manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Batu, Sekretaris
Pelaksana Quick Count FISIP UMM tersebut mengatakan bahwa hasil Quick Count
menyediakan informasi lebih awal tentang hasil Pilwali Batu 2017. Kedua, Quick
Count sebagai upaya mengawal proses pilkada yang transparan dan partisipatif.
Ketiga, Quick Countmerupakan salah satu upaya untuk menghindari manipulasi hasil
pilkada. " .
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Kiprah Mahasiswa
APLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU (SMART) UNTUK MENINGKATKAN

Pertanggungjawaban atas pelaporan kinerja
penganggaran menjadi suatu hal penting mengingat anggaran belanja
untuk kementerian negara/lembaga tergolong cukup besar dalam
postur APBN. Seperti halnya pada tahun anggaran 2015 lalu,
anggaran belanja K/L mencapai 40% atau sekitar 835.5 triliun rupiah.
Porsi anggaran belanja K/L yang begitu besar tersebut memerlukan
pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan guna memantau output
yang dihasilkan. Namun sampai pada tahun 2011 Indonesia belum
memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu dimana hal ini menyulitkan
pemberian nilai dan koreksi jika terdapat penyimpangan pada langkah-langkah untuk
mencapai outcome.Untuk itu, dirancanglah Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Terpadu (SMART) yang berbasis web untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran
dan realisasi output. SMART menghubungkan pelaporan satuan kerja, eselon I, dan
kementerian negara/lembaga dimana hal ini memudahkan mekanisme monitoring
dan evaluasi. Hasil akhir dari SMART ialah tersedianya informasi pelaporan yang
akurat dan update untuk menunjang pembentukan kebijakan selanjutnya.

Sebagaimana program pemerintah lainnya, penerapan SMART tentu
dilandasi dengan payung hukum yang jelas, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan PMK Nomor 249/PMK.02/2011
tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Prosedur pelaporan dalam SMART
bersifat bottom up (yakni dari satuan kerja-eselon I-kementerian/lembaga) dan
terintegrasi dengan unit-unit diatasnya menjadikan penyampaian pelaporan cukup
satu kali. Satuan kerja mengisi data Realisasi Volume Keluaran (RVK) setiap
program dan kegiatan. Sedangkan data terkait pagu anggaran, target volume
keluaran, rencana penarikan dana, dan realisasi anggaran terintegrasi dengan data
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Pengisian RVK secara manual kerap
menuai permasalahan, yakni adanya kesalahan pengisian data karena satker belum
paham. Pun juga terdapat peluang mark up data mengingat tidak adanya fitur
pengunggah bukti/dokumen pendukung validitas data.

Pelaporan satuan kerja akan mendapat pengesahan unit eselon I diatasnya
dan juga kementerian negara/lembaga terkait. Namun tidak terdapat batas waktu
pengesahan laporan mengakibatkan kurangnya partisipasi satker dalam pengisian
SMART.Hal ini juga didukung oleh belum adanya regulasi yang mengatur batas
waktu pengesahan, melainkan hanya mengatur batas waktu pelaporan per tahun
anggaran, yakni per tanggal 1 April.Sejatinya dengan adanya penegasan terkait batas
waktu pengesahan data oleh unit eselon I dapat menstimulus satuan kerja untuk sadar
dan disiplin dalam hal melaporkan kinerja penganggaran.Selain itu juga terdapat
mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana diatur dalam PMK
Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan
Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Akan
tetapi sampai saat ini belum diterapkan dengan pertimbangan dikhawatirkan akan
menghambat kinerja kementerian negara/lembaga yang bersangkutan, begitupun
dengan pemberian penghargaan yang akan memicu ketimpangan penyaluran dana
belanja pembangunan. Tidak diberlakukannya pemberian penghargaan dan sanksi ini
berimbas pada kedisiplinan monitoring yang menjadi tidak diberlakukan secara terus
menerus, melainkan kondisional.Selain itu juga didukung dengan belum adanya
regulasi yang mengatur perihal tertib monitoring oleh pihak Direktorat Jenderal
Anggaran.Seharusnya upaya monitoring ini memiliki regulasi yang jelas, sehingga
tercipta kedisiplinan diantara pihak yang berwenang.Tidak hanya menyoal pada
tertib pelaporan saja, melainkan juga harus ada mekanisme tertib monitoring

Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan hal yang
krusial mengingat pentingnya peran petani dalam menyediakan
kebutuhan primer berupa pangan. Tanpa adanya perlindungan
bagi petani untuk tetap melaksanakan produktivitasnya dengan
baik, maka akan berdampak pada menurunnya kuantitas dan
kualitas hasil pertanian. Dampak berikutnya ialah terjadinya
krisis pangan, baik dalam segi kuantitas dan kualitas pangan itu
sendiri.Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh petani ketika musim
tanam ialah ancaman gagal panen. Hasil pertanian akan mengalami penurunan
kuantitas, begitupun dengan kualitas apabila terkena gagal panen. Bagi petani
pribadi, hal tersebut menyebabkan menurunnya pendapatan hingga kesulitan
mendapatkan modal untuk berproduktivitas kembali. Sedangkan bagi masyarakat,
menurunnya kuantitas hasil pertanian akan berdampak pada ketahanan pangan.

Maka Kementerian Pertanian mengeluarkan program Asuransi Usaha Tani
Padi (AUTP) dalam melindungi petani dari gagal panen, sekaligus mendukung
swasembada beras yang ditargetkan sebesar 75,13 juta ton pada tahun 2016. Program
tersebut diimplementasikan oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, namun
tetap dibawah pembinaan Kementerian Pertanian.Sebelumnya pemerintah
menangani gagal panen dengan bantuan yang bersifat teknis, seperti bantuan irigasi
ketika kekeringan dan bantuan pestisida ketika tanaman terserang wabah Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT).Akan tetapi, melalui program AUTP pemerintah
berinovasi yakni penanganan gagal panen menggunakan skema asuransi guna
menyentuh kerugian finansial yang dihadapi oleh petani.

Pada program AUTP ini petani diharuskan membayar premi swadaya sebesar
Rp 36.000,- per hektar pada satu kalim musim tanam. Kemudian ketika mengalami
gagal panen petani akan mendapatkan biaya pertanggungan sebesar Rp 6.000.000,-
per hektar. Adapun penjaminan lahan pertanian dilakukan selama satu periode musim
tanam, ketika musim tanam berakhir maka petani perlu mendaftar ulang guna
penjaminan musim tanam berikutnya.Dengan adanya biaya pertanggungan tersebut
diharapkan mampu mengcover modal awal petani sehingga dapat digunakan untuk
berproduktivitas kembali pada musim tanam berikutnya. Produktivitas pertanian
yang terus berkelanjutan akan berdampak baik pada peningkatan hasil pertanian dan
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sehingga kinerja penganggaran kementerian negara/lembaga benar-benar terpantau
dan terdata secara pergerakannya.

Berdasarkan hasil monitoring, umumnya K/L dengan jumlah satker
sedikit memiliki partisipasi yang cukup tinggi dalam pengisian SMART. Seperti
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Badan Intelijen Negara;
dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jumlah satuan kerja yang sedikit
memperpendek rentang koordinasi, termasuk dalam rentang koordinasi pelaporan
kinerja penganggaran. Partisipasi satker ini mencerminkan aktifitas pengisian data
realisasi output yang berpengaruh terhadap hasil data K/L. Oleh karena itu apabila
partisipasi satuan kerja rendah, maka tidak akan didapatkan data penyerapan
anggaran, konsistensi, efisiensi, dan pencapaian keluaran yang valid. Hasil
monitoring sampai kuartal ketiga tahun 2016 menunjukkan bahwa penyerapan
anggaran masih rendah, yakni belum mencapai 60%.Hal ini memicu penumpukan
anggaran di akhir tahun. Pun juga pencapaian output belum menyentuh 75%. Kondisi
semacam ini dikarenakan masih terdapat beberapa K/L yang satuan kerjanya belum
mengisi atau meng-update data realisasi output pada laman SMART. Untuk
menindaklanjuti kondisi ini, Direktorat Jenderal Anggaran mengirimkan surat dinas
kepada K/L terkait.

Adapun pihak yang memiliki wewenang monitoring dan evaluasi di
Direktorat Jenderal Anggaran adalah Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran I,
II, I1I, dan I'V.Akan tetapi hanya tiga Subdit yang melakukan kegiatan monev.Subdt
EKP IV menjalankan tugas monev akumulasi iuran pensiun PNS dan TNI/Polri.
Sehingga beban kerja Subdit EKP IV dilaksanakan oleh subdit lain. Pembagian tugas
didasarkan pada pembagian unit eselon II pembina K/L. Namun sekali lagi,
pembagian tugas tidak sesuai dengan bidang unit eselon II tersebut.Selain itu,
kegiatan monitoring secara aktif hanya dilaksanakan oleh Subdit EKP I yang
diwujudkan dengan pembuatan penilaian kinerja triwulan. Penilaian kinerja triwulan
ini bersifat tidak wajib, namun berfungsi sebagai bahan koordinasi dengan unit eselon
II pembina K/L. Diperlukan regulasi yang mengatur pembuatan penilaian kinerja
triwulan agar terjalin koordinasi yang intensif dengan unit eselon II pembina K/L
sehingga kegiatan monitoring menjadi lebih optimal.

Secara garis besar, penerapan SMART dalam mendukung akuntabilitas
pelaporan dapat dikatakan belum optimal.Hal ini dikarenakan terdapat beberapa
kendala, yakni beberapa satuan kerja belum meng-update data realisasi output;
belum optimalnya penegakan hukum terkait prosedur pemberian penghargaan dan
sanksi; kelemahan sistem (pengisian manual tanpa bukti otentik). Di sisi lain,
terdapat respon beragam pihak pemonev yaitu tidak diberlakukannya monitoring
secara berkala dan juga koordinasi dengan unit eselon II Direktorat Jenderal
Anggaran yang bersifat kondisional. Dengan kata lain pihak-pihak tersebut belum
menunjukkan konsistensi terhadap tugas-tugasnya. Hal ini berimbas pada hasil
evaluasi kinerja penganggaran yang belum lengkap dan utuh dalam menampilkan
seluruh laporan kementerian negara/lembaga.

Menindaklanjuti kondisi demikian, terdapat beberapa rekomendasi
diantaranya ialah (1) Adanya fitur pengunggah bukti/dokumen pendukung data
pencapaian keluaran; (2) Penegakan hukum terkait penerapan penghargaan dan
sanksi atas pelaporan penganggaran.Begitupun dengan pembentukan regulasi
tentang batas waktu pengesahan dan disiplin monitoring; (3) Akses masyarakat untuk
memberikan pendapat terkait kinerja penganggaran kementerian negara/lembaga
melalui SMART, seperti pengisian kuesioner kepuasan masyarakat atas manfaat
kinerja kementerian negara/lembaga terkait, penyampaian saran, dan opini publik
lainnya.

Perlindungan Gagal Panen Melalui
Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Tulungagung

Oleh : Nurfianingsih (201310050311146)

ketahanan pangan masyarakat.

Salah satu daerah yang turut serta menerapkan AUTP ialah Kabupaten
Tulungagung.Selain dikarenakan kebijakan tersebut merupakan arahan pemerintah
pusat, petani di Kabupaten Tulungagung sendiri juga sering dihadapkan pada
ancaman gagal panen.Akan tetapi partisipasi petani yang mengasuransikan lahannya
masih minim. Tercatat dari 2.782 hektar lahan pertanian yang ditargetkan, hanya
42,02% yang terpenuhi yakni seluas 1.169 hektar. Berbagai alasan dikemukakan oleh
petani mengenai keengganan dalam mengikuti AUTP.Sebagian besar mengatakan
belum mengetahui keberadaan AUTP, juga terdapat petani yang merasa administrasi
AUTP cenderung rumit. Di sisi lain, petani juga masih terkurung dalam pola pikir
bahwa ketika mengasuransikan lahannya maka petani akan berharap adanya ganti
rugi. Padahal, asuransi merupakan tindakan pencegahan segala kemungkinan
terburuk dengan tetap melaksanakan produktivitas pertanian dengan baik.

Selain itu jika ditinjau dari segi biaya pertanggungan, keberadaan AUTP
kurang dapat mengkomodasi akumulasi modal yang digunakan oleh petani.Bagi
petani dengan luas lahan yang mencapai satu hektar, biaya tersebut masih dapat
mengcover akumulasi modal yang digunakan selama satu musim tanam.Akan tetapi,
bagi petani kecil dengan lahan pertanian yang tidak terlalu luas justru
sebaliknya.Biaya pertanggungan yang disesuaikan dengan luas lahan kurang dapat
mengakomodasi akumulasi modal petani kecil. Terlebih bagi petani dengan lahan
pertanian yang bukan milik sendiri, modal untuk menyewa lahan pun kurang dapat
terpenuhi.Jika perkiraan akumulasi modal saja belum dapat terpenuhi, bagaimana
kemudian dengan pendapatan petani.Maka dari segi biaya pertanggungan,
keberadaan AUTP masih belum dapat menyentuh kesejahteraan finansial petani
pasca gagal panen.

Sesungguhnya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) telah didesain dengan
tujuan yang baik dalam rangka perlindungan petani dalam menghadapi gagal
panen.Akan tetapi pemerintah dihadapkan oleh beragamnya respon petani, ditambah
dengan perhitungan biaya pertanggungan yang masih belum dapat mengcover
kesejahteraan petani. Maka akan lebih baik jika pemerintah meninjau ulang dan
berupaya lebih maksimal dalam mengubah pola pikir petani. Sehingga program yang
telah dikonsepkan dengan baik akan berjalan dan memberi manfaat yang baik pula
bagi petani.
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Peran Pemerintah dalam Mempertahankan Integritas Bangsa

W Potensi dan kemajemukan bangsa Indonesia adalah anugrah yang harus
dikelola sedemikian rupa, karena kekayaan dan potensi yang dimiliki
Indonesia berbanding lurus dengan ancaman yang dapat merongrong
.| kedaulatan bangsa dan negara.Ancaman-ancaman tersebutberbentuk
A ancaman militer dan non militer. Ancaman militer menggunakan kekuatan

bersenjata secara terorganisasi dan dapat membahayakan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.Sedangkan ancaman
non militer memiliki cakupan yang lebih luas, seperti ancaman yang mencakup bidang
ekonomi, sosial budaya, ideologi, politik, teknologi dan informasi, serta
keselamatanumum.Ancaman militer yang berhubungan dengan kedaulatan negara,
penanganannya langsung ditangani oleh pasukan militer dari TNI dan POLRI, sedangkan
untuk ancaman non militer ditangani oleh lembaga negara lainnya, seperti Kementerian
Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum,
Kemendagri) yang memiliki visi Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam negara
Kesatuan Republik Indonesia, memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan
kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara serta
wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya, dan hukum segenap warga
negara, dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya masyarakat bagi
penguatan integrasi sosial.

Peran pemerintah dalam menangani ancaman non militer melalui penguatan integritas
bangsa dengan penguatan wawasan kebangsaan melalui empat konsensus dasaryaitu:
Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Namun, karena kuatnya arus
globalisasi, cepatnya pertukaran dan pendistribusian informasi dunia, serta kemajuan
teknologi menyebabkan tergerusnya nilai-nilai dari wawasan kebangsaan. Berbagai program
telah dilaksanakan oleh DitjenBina Ideologi, Karakter Dan Wawasan Kebangsaan(BIKWK)
melalui subdirektorat-subdirektoratnya sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-
masing.Pada tahun anggaran 2016 subdirektorat Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
melaksanakan lima kegiatan diberbagai daerah yaitu, a) forum dialog pencegahan pengaruh
ideologi lain terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila yang dilaksanakan di tiga daerah yaitu di
Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Manggarai Barat, NTT dan NTB; b) aktualisasi nilai-
nilai Pancasila bagi komunitas masyarakat berbasi keagamaan yang dilaksanakan di ST
Johannes Paulus I Manggarai Barat, Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo Jawa
Barat, dan di Pondok Pesantren Al Halimy Lombok Barat; c) Fasilitasi pemasyarakatan
Pancasila di lingkungan perguruan tinggi di Universitas Ar Raniry Banda Aceh dan
Universitas Balikpapan; d) forum penguatan ideologi Pancasila dalam rangka deradekalisasi
di Provinsi Aceh; dan e) fasilitasi pemasyarakatan ideologi Pancasila pertemuan di lingkungan
perguruan tinggi.

Subdirektorat Wawasan Kebangsaan melaksanakan program kegiatan: a) fasilitasi
pemberdayaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang beroperasi efektif (di
provinsi Bali, Provinsi Jawa Tengah dan rakornas PPWK di Jakarta); b) fasilitasi penguatan
karakter bangsamelalui kearifan lokaldalam rangka mendukung persatuan dan kesatuan
bangsa; c) forum dialog karakter bangsa dan wawasan kebangsaan bagi komunitas
keagamaan; d) sosialisasi wawasan kebangsaan melalui media massa. Subdit wawasan
kebangsaan lebih memfokuskan kegiatan pada fasilitasi pembentukan dan meningkatkan
efektivitas dari PPWK di daerah, diharapkan dengan adanya PPWK masyarakat dapat
semakin memahami pentingnya dari penguatan wawasan kebangsaan.

Kemandirian ekonomi menjadi satu kesicayaan atau tuntutan yang
harus segera diwujudkan oleh bangsa Indonesia di bidang ekonomi, ta
tcrkccuaﬁ oleh pemerintah kota Malang. Untuk mewujudkan hal tersebut
Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki
target untuk melakukan peningkatan jumllah elaku usaha. Hal ini sesuai
dengan visi dan misi Dinas Koperasi'dan UKM Kota Malang untuk terus
berupaya dalam melanjutkan program penguatan kapasitas SDM sehingga mampu berdaya
saing dan menjadi wirausahawan tangguh.

Salah satu sasaran upaya peningkatan pelaku usaha tersebut adalah generasi muda.
Sebagai pilar pembangunan bangsa yang menempati posisi strategis, jadi sudah sewajarnya
generasi muda menjadi prioritas. Selama ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota malang
masih dihadapkan pada minimnya minat generasi muda untuk berwirausaha. Oleh karena itu
Pemkot Kota Malang, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memandang perlu untuk
melakukan motivasi kepada generasi muda untuk menumbuhkan jiwa berwirauasaha atau
minat berwirausaha."Sekolah setinggi apa pun, jangan bangga dengan ijazahnya. Tetapi,
sekolah apa pun harusnya mengubah mindset, yakni menci ta%(an ekerjaan. Kita ingin ubah
mindset anaE muda sekarang. Kalau zaman dulu, pikirnya kuliah lalu kerja. Kalau sekarang
kita ingin anak muda jika lihat ada peluang, ya jalankan, tidak perlu menunggu lulus kuliah.
Lebih baik menciptakan lapangan. a(’iplﬁa kalau jadi pekerja sudah ditakar berapa gajinya,
tetapi kalau jadi pen, rusaﬁa, bisa unlimited. Apa yang disampaikan Pak Presiden (Joko
Widodo, Red) betul, dengan latar belakang pengusaha pasti kerja-kerja. Kalau tidak bekerja
dan inovasi akan mati" ujar Masngud selaku Kasi Pengembangan Kewirausahaan Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.

Masngud menambahkan, menjadi seorang wirausaha adalah hal yang amat
membanggakan karena bisa menc.i?‘takan lapangan kerja dan pada akhirnya bisa membantu
mengurangi tingkat kemiskinan di Tanah Air. Mcnu;’utnga]gka ingin mcr&]adn_wnrausa_ha bisa
dimulai saat ini juga. Di bangku sekolah dan kuliah bagi para pemuda bisa menjadikan
tempat menuntut ilmu mereka menjadi pangsa pasar terdekat. “Di sekolah itu pasarnya ada
ratusan orang, bahkan ribuan, yang penting lakukan apa yang disuka. Kita berikan ilmunya
dan rambu-rambunya, yang penting harus disiplin dan komitmen," tegasnya. Untuk
menumbuhkan jiwa berwirausaha pada generasi muda, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Malang melakukan pemberdayaan, antara lain dilakuakan dengan cara memberikan
Eclatihan—pc atihan serta fasilitas sertifikasi bagi UKM. Samﬁai dengan bulan November

016 sebanyak 880 UKM sudah mendapatkan Tasilitas sertifikasi. Kepala Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Malang Dra. Anita Sukmawati, menjelaskan bahwa sertifikasi bagi
UKM tersebut merupakan program tahunan dan dibarengkan dengan pelatihan sebagai
upaya menyiapkan para pelaku industri kecil agar lebih siap dalam menghadapi pasar bebas
ASEAN. Sertifikasi yang dilakukan meliputi kemampuan dan peningkatan manajemen
pelaku UKM serta mengupayakan agar pelaku usaha mikro kecil bisa mendapatkan modal
melalui kredit lunak dari perbankan. Dalam melakukan sertifikasi, Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Malang bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi BNSP yang
bcklcrjasama dengan Manajemen Wirausaha dan Produktivitas Universitas Merdeka

alang.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang melakukan berbagai upaya untuk
melakukan upaya pembinaan dan pengembangan UKM. Pertama, dibentuknya komunitas-
komunitas U%M (Fl Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Hingga saat ini terdapat lima
komunitas UKM yang telah terbentuk yaitu (1) Amangtiwi, (2) AMR (Amazing Malang
Raya) yang beranggotakan para pelaku JKM umum, (3) Preman Super (Perempuan Mandiri
Sumber Perubahan) yang beranggotakan para perempuan pelaku UKM dalam bidang
makanan dan minuman, (i)APKM (Asosiasi Pengrajin Kayu Malang) yang beranggotakan
para pelaku UKM di bidang kerajinan dan (5) Komunitas Rajut yang tentu saja

Melalui Program Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

oleh: Nirwana Ellen Nora

Kegiatan dari subdirektorat bela negara bukan kegiatan bela negara yang dilakukan
secara militer, karena pengertian dari bela negara dewasa ini telah berkembang lebih luas.Bela
negara dikaitan dengan rasa nasionalisme bangsa yang dapat diwujudkan dengan berbagai
bentuk, dan tidak harus berupa tindakan militer yang terorganisir. Oleh karena itu kegiatan
yang dilaksanakan oleh subdit bela negara lebih kepada kegiatan seminar/foru diskusi yang
bertujuan memberikan pemahaman serta meningkatkan rasa nasional bangsa dari berbagai
elemen, kegiatan tersebut meliputi a) fasilitasi forum peningkatan kesadaran bela negara guna
mencegah paham radikal bagi mahasiswa pelajar kerjasama dengan menwa dan pramuka, di
Jambi dan di Mataram; b) sosialisasi pemantapan galang kekuatan bangsa dalam konten bela
negara bagi tokoh masyarakat, agama, dan adat; c) sosialisasi peningkatan kesadaran bela
negara bagi ormas/LSM/LNL guna deradikalisasi; d) inventarisasi potensi kekuatan bangsa
dalam rangka bela negara di daerah; e) fasilitasi peningkatan kesadaran bela negara bagi
masyarakat dalam rangka mendukung Sail Karimata 2016. Kegiatan dalam mendukung Sail
Karimata difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka
memperkuat konteks bela negara kepada masyarakat di sekitar Pulau Karimata, karena selain
menggenjot pembangunan fisik, pembangunan SDM sangat diperlukan guna menangkal
pengaruh budaya dan ideologi asing yang tidak sesuai dengan karakter bangsa.

Program subdirektorat pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
melaksanakan kegiatan sebagai berikut, a) fasilitasi pelaksanaan pemberian tanda
penghargaan di daerah; b) sosialisasi pembauran kebangsaan dan pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika di Medan; ¢) forum dialog dalam rangka percepatan pembentukan FPK (Forum
Pembauran Kebangsaan) di Jayapura, Provinsi Papua; d) penyiapan kader-kader pembauran
kebangsan melalui Pelatihan Tenaga Pelatih Pembauran Daerah (TPPD) di Denpasar.FPK
merupakan kegiatan yang lebih banyak dilakukan oleh subdit ini, seperti halnya PPWK yang
harus dibentuk oleh setiap pemerintah daerah begitu pula dengan FPK. rogram-program
Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan adalah kegiatan yang harus
dilaksanakan secara terus menerus, dan menjangkau semua elemen masyarakat dan merata ke
seluruh daerah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk terus memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang pentingnya menjalin hubungan diantara perbedaan melalui memperkuat
nasionalisme, meningkatkan tenggang rasa dan toleransi antar warga masyarakat. Selain itu,
untuk menghindari duplikasi program akan lebih baik jika beberapa subdirektorat bekerja
sama untuk melakukan kegiatan yang memiliki tujuan serta sasaran yang sama, sehingga
kegiatan akan lebih efektif dan efisien dari segi pendanan dan waktu.

Pemilihan lokasi pun tidak hanya harus berdasarkan daerah mana yang belum pernah
dilaksanakan kegiatan dari direktorat Bina Ideologi, Karakter, danWawasan Kebangsaan,
namun harus didasarkan pada basis data seperti data pemetaan fenomena sosial yang berkaitan
dengan ideologi, karakter, dan wawasan kebangsaan bangsa Indonesia, sehingga program
yang disusun dan dilaksanakan akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Pada era globalisasi saat ini, kegiatan yang hanya berbentuk seminar, FGD, forum
dialog dirasa kurang lagi sesuai dan kurang mampu memberikan dampak secara nyata bagi
peserta. Akan berbeda jika kegiatan-kegiatan tersebut dibarengi kegiatan yang secara nyata
sehingga kegiatan tidak hanya pada tataran penyampaian materi, namun juga dengan aksi
nyata yang mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya penguatan wawasan
kebangsaan menghadapi kemajuan zaman. Seperti halnya kembali menghidupkan pendidikan
nilai-nilai Pancasila pada lembaga pendidikan dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan
dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Sudah saatnya pemerintah
mengesampingka ego sektoral masing-masing.

Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Generasi (Studi di Dinas Koperasi Kota Malang)
oleh: May Selva

beranggotakan para pelaku UKM di bidang rajut.

edua, pembinaan sumber daya manusia (SDM). Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Malang memberikan bimbingan kewirausahaan berupa pelatihan keterampilam
terhadap UKM. Pelatihan-pelatihan ini dibiayai oleh dana cukai (DlgHCT). Pada tahun 2016
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang memberikan pelatihan lanjutan, diantaranya
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri
Tembakau Ukir Kaca, Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di
Lingkungan Industri Tembakau Hantaran, Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja
Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau IT, Pembinaan Kemampuan dan
Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Gift Box, Pembinaan
Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Rajut
Benang, Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan
Industri Tembakau Sulam Pita, dan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja
Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Bunga Kering. Pemerintah memperkuat
pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah,
menumbuh-kembangkan segenap T(emampuan untuk meningkatkan kepercayaan diri
sehingga menunjang kcmanéirian mereka dalam rangka meningkatkan daya saing usaha
agar semakin berkembang.

Ketiga, menyediakan layanan klinik UKM. Klinik UKM bertujuan memberikan
solusi dan pengetahuan terhadap problem yang dihadapi oleh para pelaku UKM. Para pelaku
UKM dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang,
biasanya diadakan setiap hari Senin dan Kamis. Para pelaku UKM yang dibina oleh Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang bisa mengajukan berbagai pertanyaan di klinik ini
sesuai masalah masing-masing pelaku UKM untuk mendapatkan solusi yang tepat dari
ahlinya. Keempat, legalitas. Melihat perkembangan pasar yang semakin hari semakin
fluktuatif dengan kondisi masyarakat yang semakin seleEtifda am menentukan produk yang
akan di konsumsi, para pelaku UKM dituntut untuk meningkatkan daya saing mereka.
Dengan adanya legalitas pengurusan perizinan usaha dan merk dagang diharapkan dapat
meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha maupun konsumen terhadap keamanan hasil
groduksi sehingga dapat meningkatkan jumlah konsumsi dan produsksi yang juga akan

erdampak terhadap keberlangsungan UKM.

enghadapi persaingan gTobaL Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Malang, Dra. Anita Q?lemawali menegaskan bagi para pelaku UKM dan calon wirausaha
agar tidak takut, terutama dalam menghadapi era pasar tunggal ASEAN atau Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA). Menurutnya A adalah suatu pola kerja sama bukannya
persaingan, MEA dimaksudkan agar seluruh negara ASEAN %ckcrja sama mengungguli
derasnya barang dan jasa dari negara luar ASEAN. “MEA (yang diartikan, Red) persaingan,
itusalah, yang benar itu adalah kerja sama,” katanya.

Dengan demikian menurut Dra. Anita Sukmawati, MEA tidak perlu ditakuti,
melainkan menjadi motivasi para wirausaha agar lebih terpacu meningkatkan kualitas
mereka. “MEA, tergantung dar1 sudut pandang mana pelaku ekonomi melihatnya. Segala
sesuatu ada positif dan negatifnya. Yang penting kuncinya inovasi sampai mati. Pemerintah
siap bantu memfasilitasi upaya untuk meningkaﬁ(an kapasitas mereka,” ujarnya.

Jika semua itu dilakukan, pihaknya meyakini para pelaku koperasi dan Usaha Mikro
semakin memiliki daya saing yang kuat un‘rui menghadapi MEA. Dra. Anita Sukmawati
menambahkan kualitas SDM dinilai menjadi salah satu kunci sukses pelaku koperasi usaha
mikro kecil dan menengah dalam menghadapi pasar bebas di kawasan asia tenggara. Untuk
itu, pelatihan bagi para pelaku UKM perlu diintensifkan secara berkelanjutan. Di Indonesia,
eksistensi U telah terbukti mampu bertahan menghadapi guncangan ekonomi serta
menjadi penyelamat perekonomian pada krisis keuangan tahun 1 9%7 dan krisis global 2008.
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Meminimalisir Disparitas Antar Wilayah dan Pembangunan Daerah Tertinggal
=} (Studi di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Rl)

oleh: Dadang Ari Minandar

Perbedaan karakteristik antar wilayah di Indonesia seperti letak
geografis, sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi salah
satu penyebab wajah pembangunan yang terjadi selama ini bersifat
asimetris.Perbedaan karakteristik wilayah ini jugalah yang menjadi

salah satu pemicu terjadinya disparitas atau kesenjangan pembangunan antar
wilayah.Keadaan ini lebih diperparah karena arah kebijakan pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah selama ini lebih bersifat “Jawaisme”.Akibatnya terjadi
ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa serta antara Kawasan Barat
Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.

Merubah paradigma pembangunan “Jawaisme” menuju pembangunan
daerah tertinggal merupakan salah satu strategi untuk meminimalisir kesenjangan antar
wilayah. Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah
suatu daerah yang di huni oleh masyarakat dengan berbagai permasalahan sosial
ekonomi serta keterbatasan fisik untuk menjadi daerah yang maju dari sebelumnya atau
tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Penetapan daerah tertinggal
menggunakan pendekatan berdasarkan enam kriteria utama sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 yaitu: (1) Perekonomian
masyarakat, (2) Sumber daya manusia, (3) sarana dan prasarana, (4) kemampuan
keuangan daerah, (5) aksesibilitas dan (6) karakteristik daerah. Dalam RPJMN 2015-
2019 yang termasuk dalam perpres 131 tahun 2015, jumlah kabupaten tertinggal di
Kawasan Timur Indonesia ( KTI) mencapai 103 Kabupaten atau 84,42 persen dari total
122 Kabupaten tertinggal, sedangkan sisanya sebanyak 19 Kabupaten tertinggal atau
15,57 persen berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Jumlah 122 tersebut berasal dari
daftar 183 Kabupaten Tertinggal yang ada di RPJMN 2010-2014 yang dikurangi dengan
daftar 70 Kabupaten Tertinggal Terentaskan tahun 2014 di tambah 9 Daerah Otonom
Baru (DOB) hasil pemekaran, sehingga di peroleh nilai 122 Kabupaten Daerah
Tertinggal.

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu daerah tertinggal di
Indonesia.Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah otonomi baru hasil dari
pemekaran Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013.Celakanya Kabupaten Mahakam Ulu
merupakan satu-satunya daerah tertinggal yang berada di Kalimantan Timur. Sebagai
Daerah Otonomi Baru, masalah utama ketertinggalan Kabupaten Mahakam Ulu adalah
aksesbilitas dan karakterisitik daerah. Masalah aksesbilitas terdiri infrastruktur jalan,
sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan masih di bawah rata rata nasional

Program Trauma Healing Pasca Kebakaran

di Jalan I.R Rais Gang 5 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun
Oleh: Ardhian Nehru

Jurusan Ilmu Pemerintahan merupakan jurusan yang memiliki ilmu multifungsional, tidak
hanya belajar mengenai politik dan birokratis saja, melainkan tentang bencana
alam.Seperti yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa magang riset di BPBD Kota
Malang melakukan riset mengenai kebencanaan yang terjadi di Kota Malang.Pada tanggal
8 September 2016 telah terjadi kebakaran rumah yang hebat terjadi di Jalan I.R Rais Gang
5 RT.7 RW.5 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.Dalam kebakaran
tersebut menghanguskan 3 bangunan rumah yang salah satunya rata dengan tanah, dalam
hal ini kondisi rumah tergolong berada di kawasan padat penduduk. Penyebab terjadinya
kebakaran yaitu salah seorang penghuni rumah, yaitu Bapak Tono melakukan aktifitas
menggoreng tempe, kemudian ditinggal untuk mengambil air. Dengan kondisi kompor
masih menyala dan penggorengan terlalu panas api berkobar dan menyambar sisa Tiner
yang berada diwadah didekat kompor tersebut, akhirnya api semakin membesar dan
menjalar ke semua bagian rumah milik bapak Tono sendiri, rumah bapak Rizki, dan,
saudara Deni. Kasus kebakaran tersebut dikatagorikan bencana non alam, melainkan
human error:

Melihat kejadian kebakaran tersebut petugas pemadam kebakaran, relawan, Tim
Reaksi Cepat BPBD Kota Malang melakukan pemadaman api dilokasi kebakaran tersebut,
kurang lebih 2 jam api berhasil dipadamkan. BPBD Kota Malang beseta tim melakukan
pemantauan ke lokasi kebakaran serta memberikan instruksi untuk memberikan bantuan
logistik serta pendirian tenda tempat penghunian sementara bagi korban kebakaran. Tidak
hanya itu tindakan yang dilakukan melalui personil Tim Reaksi Cepat juga membersihkan
puing-puing sisa kebakaran. Kondisi yang sangat memprihatinkan kondisi para korban
kebakaran, terutama anak-anak kecil bahkan bapak Tono sebagai pemicu timbulnya api
yang membesar sangat terpukul atas kejadian tersebut. Dalam hal tersebut mengundang
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Malang untuk memberikan
kegiatan yang sekiranya menghilangkan trauma atas kejadian tersebut.

Menanggapi instruksi atas untuk memberikan kegiatan yang menghilangkan rasa
stress, kami beserta tim magang yang berada di BPBD Kota Malang ingin melihat kondisi
langsung dilokasi kejadian, agar kami sekelompok mengetahui serta langkah kedepan
untuk melakukan kegiatan kami. Kegiatan awal yang dilakukan yaitu melakukan kajian-
kajian awal atas kerusakan dengan cara mengukur luas yang rusak istilah dalam tahapan
penanggulangan bencana yaitu A2R2 (Assasment Awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi).
Dari hasil A2R2 didapatkan bahwa kerusakan rumah Bapak Tono menglamai kerusakan
100%, rumah bapak Rizki 80%, sedangkan rumah bapak Deni 15%. Disamping itu juga
kondisi yang sangat memprihatinkan yaitu anak-anak dari bapak Tono yang masih duduk
dibangku sekolah dasar tidak bisa sekolah karena seragam yang biasanya tiap hari dipakai
juga lenyap kebakar, oleh karena itu sejak kejadian kebakaran tersebut enggan lagi untuk
masuk sekolah.

Melihat kondisi tersebut menambah keinginan tim magang BPBD Kota Malang

Sebagai agen perubahan (agent of change) mahasiswa dituntut
untuk berkontribusi secara positif di segala bidang.Mahasiswa Ilmu
Pemerintahan FISIP UMM tidak hanya dicetak untuk menjadi seorang
birokrat profesional, namun juga di cetak untuk mengisi berbagai jabatan diluar
pemerintahan, baik itu swasta maupun NGO.Untuk itu Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP
UMM memandang penting untuk menguatkan hard skill dan soft skill mahasiswa, baik itu
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sedangkan masalah karakteristik daerah yang menjadi salah satu faktor penghambat
terbesar Kabupaten Mahakam Ulu dalam melakukan pembangunan adalah Kawasan
Hutan Lindung yang berada di wilayah tersebut sebesar 100 %. Artinya semua wilayah di
didaerah ini di lindungi dan tidak mungkin untuk dilakukan pembangunan.Selain itu
tingkat kemandirian Kabupaten Mahakam Ulu yang rendah dalam pengelolaan anggaran
menjadi pemicu daerah ini menjadi daerah tertinggal. Sumber pendapatan asli daerah
yang rendah, menyebabbkan Kabupaten Mahakam Ulu masih menggantungkan diri dari
dana alokasi yang diberikan oleh pusat. Padahal, Dana Alokasi Khusus yang merupakan
bagian dari dana transfer daerah yang berperan dalam pembangunan fisik suatu daerah
masihlah rendah. Bantuan yang diberikan pemerintah pusat pada daerah tertinggal Kab
Mahakam Ulu masih di bawah rata-rata DAK nasional.

Menlihat kenyataan di atas tentunya diperlukan suatu upaya atau strataegi
untuk mensuksekan pembangunan di daerah tertinggal. Strategi yang dibutuhkan untuk
pembangunan daerah tertinggal khususnya Kabupaten Mahakam Ulu yaitu; (1) Adanya
negoisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang 100% kawasan hutan
lindung, untuk dilakukan pembangunan namun tidak mengganggu hutan, (2)
optimalisasi bantuan dan perhatian dari pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi
terhadap Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya dalam proporsi pembagian Dana Alokasi
Khusus, (3) Adanya pembangunan infrastruktur transportasi dan sarana prasarana di
kabupaten Mahakam Ulu untuk menunjang perekonomian daerah. Strategi ini harus
menjadi komitmen bersama, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat
dan para stakeholders untuk bersinergi dalam mengentaskan daerah tertinggal sebagai
upaya meminimalisir kesenjangan antar wilayah.

Untuk itu pemerintah pusat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2017,
memprioritaskan pembangunan nasional daerah tertinggal pada empat kegiatan utama
yaitu kegiatan pemenuhan pelayanan dasar publik, peningkatan aksesbilitas/konektifitas
di daerah, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kapasitas SDM maupun
IPTEK.Hal ini di lakukan untuk menentukan proposi perencanaan kegiatan dan juga
disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran. Hal tersebut juga selaras dengan
Penyusunan RKP 2017 yaitu money follow program, yang artinya anggaran negara harus
berorientasi manfaat umtuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan
pembangunan nasional. Di harapkan daerah tertinggal dapat terentaskan sehingga
disparitas antar wilayah dapat di minimalisir.

untuk memberikan program bermain dan belajar untuk anak-anak
korban kebakaran di Tanjungrejo ini, dalam hal ini bertujuan untuk
menghilangkan kepenatan selama berada di hunian sementara.
Kegiatan ini direspon baik dan didukung penuh oleh Kepala Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Malang serta respon
masyarakat disekitar hunian sementara juga merespon kegiatan yang
kami selenggarakan.Istilah dalam kebencanaan program yang kami selenggarakan adalah
Trauma Healing. Kegiatan Trauma Healing ini dikemas oleh tim magang BPBD Kota
Malang dalam bentuk belajar menggambar, merangkai kata-kata, belajar berhitung, serta
bercerita menggunakan media buku cerita anak-anak. Waktu yang kami berikan tidaklah
lama, hanya seminggu satu kali yaitu pada hari Jumat pukul 16.30 dan bertempat di ruang
Sekolah Dasar sekaligus menjadi hunian sementara.

Kegiatan pertama kami yaitu, memulai pendekatan terhadap anak-anak korban
kebakaran agar mau bergabung bersama kami.Dalam kegiatan pertama kami sempat patah
semangat, karena sulit untuk merayu agar bisa dekat dengan kami, disamping itu juga
masih terbatasnya media belajar dari kami untuk melakukan kegiatan tersebut.Tim
Magang BPBD tidak patah semangat, kami memutar pikiran kami bagaimana program ini
bisa berjalan dengan baik. Langkah awal kami, berkordinasi dengan Kepala Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Malang terkait program Trauma Healing kami.
Akhirnya, setelah melakukan koordinasi dan mendapatkan semangat.Langkah
selanjutnya yaitu, kami berkoordinasi kepada Kasi Logistik BPBD Kota Malang untuk
memberikan media alat tulis, pensil warna dan buku-buku cerita.

Kegiatan kedua kami sudah mulai manarik antusias anak-anak korban kebakaran,
karena kedatangan kami sudah tidak asing lagi di mata anak-anak Kegiatan trauma
healing ini ternyata tidak hanya diikuti oleh korban kebakaran saja, melainkan untuk
menambah semangat ternyata diikuti anak-anak yang bukan menjadi korban yang
rumahnya dikanan kiri hunian sementara. Antusias anak-anak membuat tim magang
BPBD Kota Malang menjadi tambah semangat untuk belajar dan bermain bersama
mereka. Dalam kegiatan ini memang membutuhkan kesabaran dalam menghadapi anak-
anak berbagai umur, mulai dari yang susah diatur, jail kepada temannya dan sifat kekanak-
kanakan lainnya.

Program trauma healing berlangsung 14 kali, dengan adanya program tersebut dapat
membantu khususnya korban kebakaran rumah di Tanjungrejo agar dapat terhibur
sehingga diharapkan lupa akan peristiwa kebakaran yang pernah menimpa rumahnya. Tim
magang BPBD Kota Malang sangat senang sekali dengan adanya program tersebut
dijalankan, karena selain mendapatkan ilmu dan pengalaman dikantor BPBD Kota
Malang, melainkan juga mendapatkan pengalaman dimasyarakat terkait penanganan
bencana. Dalam kegiatan ini diharapkan tidak hanya tugas gugur kewajiban saja,
melainkan dapat diterapkan apabila terjadi suatu permasalahan yang sama.

Menjajaki Model Pengelolaan Pertambangan

di Direktoran Mineral dan Batu Bara Kementrian ESDM RI
oleh: Moch Fiki Ramdani

penguatan dan pengusaan secara teoritis maupun secara praktis.

Magang riset pemerintahan merupakan program mata kuliah yang harus di tempuh oleh
seluruh mahasiwa Proogram Studi Ilmu Pemerintahan di lingkungan FISIP UMM.Mata
kuliah yang dapat ditempuh pada semester tujuh ini memberi kesempatan kepada
mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan selama
enam semester sebelumnya.Mahasiswa dapat melakukan magang riset tidak hanya di
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lembaga milik pemerintah, tetapi juga bisa di NGO maupun di lembaga swasta.

Sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan saya berkesempatan untuk melakukan
magang riset di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DJMB), Jakarta.Mendapat
kesempatan untuk magang di salah satu instansi pemerintah yang mengurusi bidang
strategis (energi) ini, membuka peluang dan tantangan tersendiri bagi saya untuk dapat
memberikan kontribusi secara maksimal. Perbedaan lingkungan dan kultur antara
malang dengan Jakarta menuntut kita untuk segera beradaptasi. Oleh karena itu hanya
berbekal dengan kemauan tidaklah cukup, persiapan fisik, mental, budaya kerja serta
keahlian sangat penting untuk di siapkan.

Selama magang di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DJMB), saya di
tempatkan di bagian Tata Usaha Pembinaan Program Mineral dan Batubara. Hari
pertama kegiatan magang riset dipenuhi suasana canggung, namun berbekal pesan dan
motivasi dari ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan untuk siap menerima segala
rutinitas pekerjaan yang di berikan dan lebih responsif terhadap lingkungan kerja saya
berusaha untuk segera meneyesuaikam diri dengan atmosfir di tempat magang. Oleh
karena itu saya mencoba untuk mulai mempelajari tugas pokok dan fungsi bagian Tata
Usaha Pembinaan Program Mineral dan Batubara tempat kami ditempatkan.Dalam
melakukan magang riset dengan lingkungan yang baru, merasa belum bisa itu jangan
dijadikan ketakutan dalam bekerja, justru disitulah kesempatan kita untuk
belajar.Belajar, bekerja dan berproses akan semakin memperluas wawasan dan
pengetahuan yang tidak pernah kita dapatkan di bangku perkuliahan.

Profil Alumni

Pasca ditetapkannya tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
DKI Jakarta tanggal 24 Oktober 2016 oleh KPUD DKI, berbagai lembaga
survei publik cukup membantu kita dalam membaca elektabilitas masing-
masing paslon (pasangan calon). Namun yang menjadi persoalan adalah
bagaimana mekanisme internal parpol dalam melakukan penjaringan calon
gubernur tersebut?

Secara umum mekanisme penjaringan internal parpol mengarah pada
beberapa kecenderungan.Pertama, Kegagalan partai politik dalam
memunculkan kader-kader potensial.Sebagaimana kita ketahui permasalahan
sistem kaderisasi yang semestinya menjadi kerja rutin parpol banyak
menghinggapi sebagian besar parpol. Pada kasus pemiliham gubernur DKI
Jakarta, seluruh bakal calon gubernur seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),
Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono bukanlah kader parpol.
Sebagai partai politik pengusumg yang memenangkan kursi legislatif, seharusnya PDIP
(28 kursi) dan Gerindra (15 kursi) bisa menempatkan kader mereka sebagai calon
gubernur, namun seluruh partai politik pengusung bersedia menerima kader mereka
menempati calon sebagai wakil gubernur (Djarot-PDIP dan Sandiaga Uno-Gerindra).

Kedua, gagalnya partai politik dalam melakukan proses kaderisasi di atas
menyebabkan pragmatisme partai politik. Partai politik seringkali terperangkap untuk
mencalonkan nama-nama yang memiliki tingkat popularitas yang tinggi di mata publik
dibandingkan harus mengusung kader sendiri.Bukan tanpa alasan partai politik bersedia
menjadi perahu politik para calon gubernur di atas untuk merebut kursi DKI Jakarta 1
(satu). Walaupun alasan partai politik memilih mereka karena dinilai memiliki
pengalaman yang cukup untuk memimpin Ibu Kota, namun sepertinya partai politik
lebih berkepentingan memilih nama-nama tersebut karena lebih dikenal oleh
masyarakat serta memiliki potensi untuk menang yang cukup besar.

Praktik ini sebenarnya sudah tercermin sejak pemilihan gubernur DKI Jakarta
selama dua periode terakhir. Pada pilkada DKI Jakarta tahun 2012 tokoh populer seperti
Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai Walikota Solo, sangat populer berkat
prestasi dan gaya kepemimpinannya sehingga sering mendapatkan perhatian media
massa. Kemudian Jokowi ditugaskan oleh parpol-nya untuk maju sebagai kontestan
pilkada DKI Jakarta. Keadaan yang hampir sama juga terjadi di tahun 2016, tokoh-
tokoh berprestasi dan begitu dikenal luas oleh masyarakat seperti Tri Rismaharini
(Walikota Surabaya), Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) dan Ridwan Kamil (Walikota
Bandung) sempat di isukan akan mengisi bursa pencalonan gubernur DKI Jakarta untuk
menghadapi calon petahana (Ahok). Anehnya lagi mereka semua adalah pejabat aktif

Berbekal motivasi diatas, di hari selanjutnya saya bekerja untuk mengurus surat
yang keluar maupun yang masuk ke Dirjen Mineral dan Batu Bara. Dari keluar masuk
surat tersebut kita dapat mengetahui mitra kerjasama serta aktifitas yang dilakukan oleh
DJMB, mulai dari perizinan pertambangan hingga laporan produksi perusahaan mineral
dan batubara. Sebagai sebuah lembaga yang mengurusi bidang energi mineral dan batu
bara, memang ini bukan kapasitas mahasiswa ilmu pemerintahan, dimana secara teknis
kebanyakan birokrat yang bekerja berasal dari lulusan sarjana teknis pertambangan.
Akan tetapi, sebagai jurusan yang concern terhadap kinerja pemerintah kita dapat
mengobservasi langkah strategis serta kebijakan yang diambil peerintah dalam mengatur
dan mengamankan pasokan energi nasional. Disilah ranah mahasiswa Program Studi
IImu Pemerintahan untuk tanggap dan kritis terhadap dampak kebijakan yang di buat
oleh pemerintah serta komitmen para pelaksana kebijakan.

Hal yang perlu di ingat selama proses magang, jangan pernah membatasi diri kita
untuk menerima serta belajar hal yang baru karena dinilai tidak relevan dengan
background pendidikan yang kita miliki. Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan kita
dituntut adaptif, fleksibel dan responsif dalam menghadai tuntutan dunia kerja.Kita
dituntut untuk terus-menerus berproses meningkatkan kualitas diri, tidak hanya dalam
kajian teoritis tetapi juga di bidang praksis. Tujuan akhir dari proses ini adalah
terwujudnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UMM yang berkemajuan secara
intelektual berlandaskan nilai-nilai Islam.

Fenomena Model Kaderisasi Partai Politik
oleh: Achmad Apriyanto Romadhan

yang masih memiliki tanggungjawab untuk menjalankan tugas sebagai kepala
daerah. Demi nama pengabdian untuk menaggulangi masalah jakarta yang tak
kunjung selesai, atau hanya sekedar ambisi partai politik untuk meraih
kekuasaan, pengabdian mereka di daerah dipaksa untuk di tanggalkan. Namun
akhirnya dengan berbagai pertimbangan nama-nama terakhir menolak untuk di
calonkan

Persoalan lainnya, rekrutmen yang dilakukan partai politik di pilkada
DKI Jakarta juga mencerminkan politik kekerabatan.Dinamika partai politik di
DKI, selain menyandarkan pada tokoh-tokoh populis, tidak jarang partai politik
semakin tergiring untuk mendukung kandidat yang memiliki hubungan
kekerabatan dengan pimpinan parpol.Majunya Agus Harimurti Yudhoyono
(AHY) sebagai calon gubernur yang notabene bukan seorang kader partai tidak
bisa dilepaskan dari ikatan kekerabatan yang dimilikinya dengan tokoh sentral parpol. Hal
ini semakin menjelaskan jika nepotisme dalam proses rekrutmen semakin menonjol.

Fenomena diatas menggambarkan bahwa sebagian besar parpol yang berkuasa
gagal membangun dan melembagakan diri sebagai pilar demokrasi, terutama dalam
mewadahi proses kaderisasi serta regenerasi kepemimpinan politik di tingkat lokal.
Sebagai salah satu kendaraan politik untuk jabatan politik seperti kepala daerah, partai
politik dituntut untuk melakukan fungsinya dengan baik. Salah satunya ditunjukkan
dengan berjalannya proses kaderisasi secara baik. Proses kaderisasi ini bertujuan untuk
menyediakan regenarasi elit politik (kepala daerah) di tingkat lokal. Mereka nantinya
diharapkan mampu mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal, terlibat dalam proses
penguatan dan pendalaman demokrasi serta mewujudkan kesejejahteraan masyarakat
melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan mekanisme pelayananan yang,
responsif transparan dan akuntabel.

Namun sejauh ini, dalam pelaksanaan pilkada langsung, partai politik
memperlihatkan kecenderungan praktik-praktik yang dapat mencederai demokrasi itu
sendiri.Berbagai praktik diatas seolah menggambarkan betapa karakteristik partai politik
dalam pelaksanaan pilkada langsung hanya berorientasi untuk mengejar kekuasaan.
Orientasi tersebut kemudian menjadikan partai politik bersikap pragmatis dalam proses
rekrutmen calon kepala daerah. Tingkat popularitas dan hubungan kekerabatan dinilai
lebih relevan untuk menjadi bekal parpol pengusung memenangkan kontesasi di DKI
Jakarta dibandingkan memperbaiki pola manajemen dan program kerja partai serta proses
rekruitmen dan kaderisasi yang diharapkan akan berdampak pada perubahan pada kondisi
diJakarta.

~ PROFIL DAN INFORMASI PENDAFTARAN PRODI ILMU PEMERINTAHAN |

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Menjadikan Program Studi [lmu Pemerintahan FISIP-UMM sebagai pusat pendidikan
yang unggul dalam pengembangan ilmu serta praktik pemerintahan untuk mendukung
terwujudnya Effective Government sebagai pengejawantahan nilai-nilai Islam.

m 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan pola pikir, wawasan, dan
keterampilan mahasiswa di bidang Ilmu Pemerintahan yang berorientasi pada
pemerintahan daerah (local government).

. Mengembangkan riset dan kajian [lmu Pemerintahan untuk mendukung ter-
wujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif (effective government).

. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sipil (civil society).

. Meningkatkan jaringan kelembagaan yang berbasis teknologi komunikasi dan
informasi (TCI).

. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan dan keterampilan
pemerintahan yang berakhlak mulia.

Tujuan Pembelajaran :

1. Menguasai dasar-dasar Ilmu Pemerintahan dan keterampilan dasar bidang Pemerintahan.

2. Mampu mengidentifikasi permasalahan di bidang Pemerintahan.

3. Mampu mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan pemerintahan secara
komprehensif dan akurat.

4. Menguasai prinsip dasar demokrasi guna mewujudkan masyarakat sipil yang berdaya
(civil society).

5. Memiliki kepekaan dan tanggung jawab etik dalam mengemban amanah sebagai ilmuwan
dan praktisi [lmu Pemerintahan.

Tempat Pendaftaran :

UPT PMB Universitas Muhammadiyah Malang
J1. Raya Tlogomas No. 246 Malang 6514, Telp.0341-464318-19 Psw. 139.
Fax. 0341-460435, 460782. e-mail:pmb@umm.ac.id.

Pendaftaran on-line : pmb.umm.ac.id. call center: +62 341 463513.

Jalur Pendaftaran :

Program Jalur Undangan/ Jalur Prestasi & PMDK; Program Reguler; Program Beasiswa
Khusus Yatim / Yatim-Piatu; Program Beasiswa PPUT;Program Transfer dan Alih Jenjang

Prosedur Pendaftaran :

a. Mengisi biodata peserta secara online pmb.umm.ac.id

b. Melakukan pembayaran secara transfer melalui BNI No. Rek. 6006002464
(Tidak menerima transfer pembayaran via ATM/SMS Bangking/
e-Banking)

. Formulir cetak on/ine dan semua berkas syarat pendaftaran dimasukkan
dalam amplop coklat dan dikirim ke alamat: UPT PMB Universitas
Muhammadiyah Malang J1. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144

. Pengiriman Berkas pendaftaran melalui pos dan email.
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